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MENGINGAT komitmen yang dibuat dalam Dcklarasi Bali tentang Penegakan Hukum dan

Pcnatakelolaan Hutan (FLEG) pada tanggal 13 September 2001 oleh Negara-negara dari Asia

Timur dan kawasan-kawasan lainnya untuk mengambil tindakan segera guna mengintensifkan

upaya nasional dan unluk memperkuat kerja sama bilateral, regional, dan multilateral untuk

mengatasi pelanggaran terhadap hukum kchutanan dan kejahatan kehutanan, khususnya pcnebangan

liar, perdagangan ilcgal dan korupsi yang terkait, serta pcngaruh negatifnya terhadap aturan hukurn;

MENIMBANG hubungan kerja yang erat antara Uni dan Indonesia, khususnya dalam konteks

Persetujuan Kerja Sama Tahun 1980 antara Masyarakat Ekonorni Eropa dan Indonesia, Malaysia,

Filipina, Singapura, dan Thailand _.Negara-negara Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia

Tenggara;

MENGrNGA T Pcrsetujuan Kerangka Kerja mengenai Kemitraan dan Kerja Sarna Mcnyeluruh
antara Republik Indonesia dan Masyarakat Eropa yang ditandatangani pad a tanggal 9 November

2009 di Jakarta; __,.

sccara bersarna-sarna selanjutnya discbut 'Para Pihak',

selanjutnya disebut 'Uni',

UN! EROPA,

dan

selanjutnya disebut 'Indonesia',

REPUBLIK rNDONESIA,
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MENGAKUI upaya-upaya Pcmerintah Republik Indonesia untuk meningkatkan tata kclola

kchutanan yang baik, penegakan hukum, dan perdagangan kayu Icgal, termasuk melalui Sistem

Vcrifikasi Legalitas Kayu (SVLK) scbagai Sistem Jarninan Lcgalitas Kayu (TLAS) Indonesia yang

dikcmbangkan melalui proses oleh banyak pemangku kcpentingan dengan mengikuti prinsip­

prinsip tata kelola yang baik, kredibilitas, dan kcterwakilan;

MENY ADARI pentingnya prinsip-prinsip yang tercantum dalam Deklarasi Rio Tahun 1992 tcntang

Lingkungan Hidup dan Pcrnbangunan dalarn konteks mcngamankan pengelolaan hutan lestari, dan

khususnya Prinsip 10 tentang pcntingnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam isu-isu

lingkungan dan Prinsip 22 tentang peran vital masyarakat adat dan rnasyarakat-masyarakat setempat

lainnya dalarn pengelolaan lingkungan dan pernbangunan;

MEMPERHATIKAN Pemyataan OtoritatifTidak Mcngikat sccara Hukurn Tahun 1992 tentang

Prinsip-Prinsip Konsensus Global tentang pengelolaan, konscrvasi dan pembangunan bcrkelanjutan

scrnua tipe hutan, dan pcnctapannya oleh Majelis Umum Perscrikatan Bangsa-Bangsa ten tang

lnstrurnen Tidak Meugikat sceara Hukum untuk scmua tipe hutan;

MERUJUK pada Pemyataan Bersama antara Menteri Kehutanan Rcpublik Indonesia dan

Komisioncr Eropa untuk Pembangunan dan Komisioner Eropa untuk Lingkungan Hidup yang

ditandatangani pada tanggal 8 Januari 2007 di Brussel;

MEMPERHA TIKAN Komunikasi dari Komisi ke Dewan dan Parlerncn Eropa tentang Rencana

Aksi Uni Eropa untuk Penegakan Hukum, Penatakelolaan dan Perdagangan Sektor Kehutanan

(FLEGT) sebagai langkah pertama terhadap penanganan isu mendesak terkait penebangan liar dan

perdagangan yang terkait;
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I'vlENIMBI\NG nila: penting yang dilekatkan oleh Para Pihak pada prinsip-prinsip dan aturan­

aturan yang mcngatur sistern perdagangan multilateral, khususnya hak dan kewajiban yang

ditctapkan dalam Pcrsctujuan Urnum tentang Tarif-tarif dan Perdagangan (GAIT) Tahun 1994 dan

dalarn pcrjanjian-pcrjanjian multilaterallainnya yang mernbentuk Organisasi Perdagangan Dunia

(\\,TO) dan pcrlunya untuk mcnerapkannya sccara transparan dan tidak diskriminatif;

MENIMBANG nilai penting yang dilekatkan oleh Para Pihak terhadap tujuan pernbangunan yang

discpakati di tingkat internasional dan terhadap tujuan Pcmbangunan Milenium Perserikatan

Bangsa-Bangsa;

MEMUTUSKAN bahwa Para Pihak wajib berusaha untuk merninirnalisasi setiap dampak negatif

yang dapat timbul terhadap masyarakat adat, masyarakat seternpat, dan rnasyarakat miskin yang

dapat tirnbul scbagai konsckuensi langsung dari pelaksanaan Persetujuan ini;

MEMPERHATlKAN Konvensi Perdagangan Intemasional Tumbuhan dan Satwa Liar Spesies

Tcrancarn (CITES) dan khususnya persyaratan bahwa izin ckspor yang dikeluarkan olch para pihak

pada CITES untuk contoh-ccntoh spcsies yang tcrcanturn dalam Apendiks I, II atau III hanya

diberikan dalarn kondisi tertentu, terrnasuk bahwa contoh tcrsebut tidak diperoleh dengan

mclanggar perundang-undangan dari pihak yang bersangkutan tentang perlindungan satwa dan
rurnbuhan;

MENGAKUI bahwa pelaksanaan suatu Persetujuan Kemitraan Sukarela ten tang FLEGT akan

mempcrkuat pengelolaan hutan lestari dan berkontribusi memerangi perubahan iklim melalui

pcngurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan serta pcran konservasi, pengelolaan hutan

secara lestari dan peningkatan cadangan karbon hutan (REDD+);

MENGAKUI bahwa SVLK dirancang untuk memastikan kepatuhan hukum atas semua produk
kayu;
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TELAH MENYETUJUI HAL-HAL SEBAGAI BERIKUT:

SESUAI DENGAN peraturan perundang-undangan dari Para Pihak;

MENEGASKAN KEMBALI prinsip-prinsip saling mcnghormati, kedaulatan, kesetaraan dan tidak­

diskriminasi scrta mengakui manfaat-manfaat yang timbul dari Persetujuan ini bagi Para Pihak;

MEMPERHA TlKAN Peraturan Dewan (EC) No 2173/2005 tanggal 20 Desember 2005 tentang

pcrnbcntukan skema lisensi FLEGT untuk impor kayu ke Masyarakat Eropa dan Peraruran CUE) No

995/20 I0 dari Parlemcn Eropa dan Dewan pada tanggal 20 Oktober 20 I0 yang rnenetapkan

kewajiban terhadap operator yang menempatkan kayu dan produk kayu di pasar;
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(a) 'irnpor ke Uni' adalah dilcpasnya produk kayu untuk diedarkan sccara bebas di Uni

menu rut pengertian Pasal 79 Peraturan (EEC) No 2912/1992 tanggal 12 Oktober

1992 yang membentuk Kode kepabcanan Uni yang tidak dapat dikualifikasikan

sebagai 'barang yang sifatnya non kornersial' sebagaimana didefinisikan dalam Pasal

1(6) Peraturan Komisi (EEC) No 2454/93 tanggal 2 Juli 1993 yang menetapkan

ketcntuan-ketentuan untuk pelaksanaan Pcraturan Dewan (EEC) No 219311992 yang

rncrnbcntuk Kode kepabcanan Uni;

Dalam Persetujuan ini yang dirnaksud dengan:

Definisi

PASAL 2

2. Sclain itu, Pcrsctujuan ini membcrikan landasan untuk dialog dan kerja sarna antara Para

. Pihak untuk memfasilitasi dan rnendorong pelaksanaan sepenuhnya dari Persetujuan ini

dan meningkatkan pcnegakan hukurn dan penatakelolaan hutan.

I. Tujuan dari Persctujuan ini, sejalan dengan komitmen bersama Para Pihak terhadap

pcngclolaan semua tipe hutan secara berkelanjutan, adalah untuk menyediakan kerangka

hukum yang dimaksudkan untuk memastikan bahwa semua impor produk kayu dari

Indonesia ke Uni yang tercakup dalam Persetujuan ini diproduksi secara legal dan dengan

dcmikian mendorong perdagangan produk kayu.

Tujuan

PASAL 1
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(i) 'produk kayu legal' adalah produk-produk kayu yang dipanen atau diimpor dan

diproduksi sesuai dengan perundang-undangan sebagaimana tertuang dalam

Lampiran II.

(h) 'pengapalau' adalah sejumlah prod uk kayu yang dicakup oleh suatu lisensi FLEGT

yang dikirimkan oleh pengirim atau pengapaJ dari Indonesia dan disarnpaikan ke

suatu kantor kepabeanan di Uni untuk peIepasan agar diedarkan seeara bebas;

(g) 'otoritas yang berwenang' adalah otoritas-otoritas yang ditunjuk oleh Negara-Negara

Anggota Uni untuk mencrima, menyetujui, dan memverifikasi Iisensi FLEGT;

(I) 'otoritas penerbit lisensi' adalah lernbaga-lernbaga yang diberikan kewenangan oleh

Indonesia untuk menerbitkan lisensi FLEGT;

(e) 'lisensi FLEGT adalah dokumen verifikasi keabsahan (Dokumen V-Legal) Indonesia

yang menjclaskan bahwa pengapalan produk kayu yang diekspor ke Uni tclah

diproduksi seeara legal. Lisensi FLEGT dapat berbentuk eetak kertas atau elektronik;

(d) 'Kode HS' adalah empat atau en am digit pos tarif sebagaimana tercantum dalam

Uraian Barang yang Diharmonisasikan dan Sistem Pengkodean yang ditetapkan oleh

Konvcnsi Intcrnasional ten tang uraian barang yang diharmonisasikan dan sistem

pengkodcan dari Organisasi Pabean Dunia (WeO);

(e) 'produk kayu' adalah produk-produk sebagaimana tercantum dalam Larnpiran IA

dan Lampiran IB;

(b) 'ekspor' adalah berpindahnya atau diambilnya secara fisik produk kayu keluar dari

setiap bagian wilayah geografis ncgara Indonesia;
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Otoritas Pcncrbit Lisensi wajib merncriksa bahwa produk kayu telah diproduksi secara

legal scsuai perundang-undangan yang tercanturn dalarn Lampiran II. Otoritas Penerbit

Lisensi wajib menerbitkan lisensi FLEGT yang mcncakup pengapalan produk kayu legal

yang diekspor ke Uni .

I.

Otoritas Pcnerbit Liscnsi

PASAL4

4. Para Pihak sctuju untuk mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk melaksanakan

Skcma Pcmbcrian Lisensi FLEGT sesuai dcngan Persetujuan ini.

3. Produk kayu yang tercantum dalam Lampiran 18 tidak boleh diekspor dan Indonesia dan

tidak boleh diberi Iisensi FLEGT.

2. Skcma Pemberian Lisensi FLEGT wajib berlaku untuk produk kayu yang tercantum dalarn

Lampiran IA.

I. Suatu Skcma Pemberian Lisensi Penegakan Hukum, Penatakelolaan dan Perdagangan

Sektor Kehutanan (selanjutnya disebut sebagai 'Skema Pemberian Lisensi FLEGT')

dcngan ini dibentuk an tara Para Pihak. Skema ini rncnetapkan serangkaian prosedur dan

persyaratan yang bertujuan untuk memverifikasi dan mengukuhkan bahwa dengan lisensi

FLEGT, produk kayu yang dikapalkan ke Uni telah diproduksi seeara legal. Sesuai dengan

Pcraturan (EC) No 2173/2005 tanggal 20 Desernber 2005 dan Persetujuan ini, Uni wajib

mcnyctujui pengapalan dari Indonesia dimaksud unruk irnpor ke Uni hanya dimaksud

pengapalan tersebut tercakup oleh lisensi FLEGT.

Skema Pemberian Lisensi FLEGT

PASAL 3
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5. Indonesia wajib mcmbcritahukan kepada Komisi Eropa mengenai kontak lcngkap dan

Otoritas Penerbit Lisensi dan Unit lnformasi Verifikasi Legalitas Kayu. Para Pihak wajib

rnenyediakan informasi ini kepada publik.

4. Indonesia wajib membcntuk Unit Inforrnasi Verifikasi Legalitas Kayu (Licence

Information UnillLIU) yang akan bertindak sebagai kontak pcnghubung untuk komunikasi

an tara otoritas yang berwenang dan Otoritas Penerbit Lisensi sebagaimana tercantumkan

dalarn Lampiran III dan V.

3. Otoritas Penerbit Lisensi wajib memelihara prosedur-prosedur yang dimilikinya untuk

menerbitkan lisensi FLEGT dan memublikasikannya untuk umum. Otoritas Penerbit

Lisensi juga wajib menyimpan semua catatan dokumen pengapalan yang dicakup dalam

lisensi FLEGT dan mcnyediakannya untuk kepentingan pemantauan indcpenden selaras

dengan tetap menghormati kerahasiaan informasi rnilik pengekspor.

2. Otoritas Penerbit Lisensi wajib tidak menerbitkan lisensi FLEGT untuk setiap produk kayu

yang terdiri dari, atau meliputi, produk kayu yang diimpor ke Indonesia dari negara ketiga

dalam bentuk yang dilarang untuk diekspor oleh hukum negara ketiga terse but, atau

apabila terdapat bukti bahwa produk kayu tersebut diproduksi dengan melanggar hukum

negara tempat asal pohon produk kayu tersebut dipanen.
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5. Komisi Eropa wajib mcmberitahukan kcpada Indonesia mengcnai kontak lengkap dari

otoritas yang berwenang. Para Pihak wajib menyediakan informasi ini kepada publik.

4. Otoritas yang berwenang wajib tidak rnelakukan tindakan yang diuraikan dalarn Pasal 5

ayat I dalam hal pengapalan produk kayu yang berasal dari spesies yang terdaftar dalam

Apcndiks CITES karena diatur oleh ketentuan verifikasi sebagaimana tercantum dalam

Pcraturan Dewan (EC) No 338/97 taoggal 9 Desember 1996 tentang perlindungan spesies

tumbuhan dan satwa liar dengan mengatur perdagangannya.

3. Otoritas yang berwenang wajib memberikan akses kcpada pihak-pihak atau badan-badan

yang ditunjuk scbagai pemantau independcn pasar tcrhadap dokumen dan data yang

rclevan, scsuai dengan perundang-undangan nasionalnya tentang perlindungan data.

2. Otoritas yang berwenang wajib mernelihara dan mcmublikasikan setiap tahun suatu catatan

liscnsi FLEGT yang diterima.

I. Otoritas yang bcrwcnang wajib mcmverifikasi bahwa sctiap pengapalan dicakup oleh

lisensi r-LEGT yang sah sebelum melepas pengapalan tersebut untuk diedarkan secara

bcbas di Uni. Pelepasan pengapalan dapat ditunda dan ditahan apabila terdapat keraguan

mengenai keabsahan lisensi FLEGT.

Otoritas yang Berwcnang

PASAL 5



IDIEU/id 11

2. Sistcm untuk memvcrifikasi pcngapalan produk kayu legal tercantum dalam Lampiran V.

1. Indonesia wajib melaksanakan SVLK untuk memverifikasi bahwa produk kayu untuk

pengapalan telah diproduksi sccara legal dan untuk rnernastikan bahwa pengapalan yang

tclah divcrifikasi yang akan diekspor kc Uni.

Vcrifikasi Kayu Yang Diproduksi Secara Legal

PASAL 7

4. Spcsifikasi teknis lisensi scbagaimana tercantum dalarn Lampiran IV. Prosedur untuk

rnenerbitkan Iisensi FLEGT tercanturn dalarn Lampiran V.

3. Para Pihak dapat, bcrdasarkan kcscpakatan, rncrnbangun sistem elektronik untuk

rnencrbitkan, rnengirim dan menerima lisensi FLEGT.

2. Lisensi FLEGT wajib diisi secara lengkap dalam Bahasa Inggris.

I. Lisensi FLEGT wajib diterbitkan oleh Otoritas Penerbit Lisensi sebagai alat pembuktian
bahwa produk kayu telah diproduksi secara legal.

Lisensi FLEGT

PASAL 6
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(c) pernalsuan atau penyalahgunaan liscnsi FLEGT.

(b) liscnsi FLEGT yang rnencakup produk kayu yang rnengandung kayu yang dicurigai

diproduksi seeara ilegal dari negara kctiga; atau

(a) pcnipuan dagang, tcnnasuk dengan perubahan tujuan dagaog dari Indonesia ke Uni
melalui negara ketiga;

Para Pihak wajib saling memberikan informasi dalam hal tcrdapat kecurigaan atau bukti ternuan

adanya penipuan atau penyimpangan dalam skcrna pcmberian lisensi FLEGT, termasuk dalam

kaitannya dengan hal berikut:

Penyimpangan

PASAL 9

J. Apabila timbul ketidakscpakatan atau kesulitan yang bcrkepanjangan dalam konsullasi

mengcnai lisensi FLEGT, hal ini dapat disampaikan pada Komitc Pelaksana Bcrsarna.

2. Apabila otoritas yang berwenang mcrniliki alasan yang wajar untuk mencurigai bahwa

suatu lisensi tidak sah, tidak asli, atau tidak sesuai dengan pen gap alan yang dimaksudkan

untuk dicakup, prosedur sebagaimana tcrcantum dalam Lampiran III dapat ditcrapkan.

I . Prosedur yang mengatur pelepasan pengapalan yang dicakup dalam Iisensi FLEGT untuk

diedarkan sccara bebas di Uni diuraikan dalam Lampiran III.

Pelepasan Pengapalan yang tercakup dalam Lisensi FLEGT

PASAL 8



....._

ID/EUfid 13

2. Uni akan menyelenggarakan konsultasi berkala dengan para pernangku kcpentingan

mengenai pelaksanaan Pcrsetujuan ini, dengan mcmpertimbangkan kewajiban­

kewajibannya sesuai Konvensi Tahun 1998 tentang Akses atas Infonnasi, Partisipasi

Publik dalam Pengambilan Keputusan dan Akses atas Keadilan di Bidang Lingkungan

Hidup (Konvensi Aarhus).

I. Indonesia akan menyclcnggarakan konsultasi seeara berkala deogan para pcmangku

kcpentingan mengcnai pclaksanaan Persetujuan ini dan akan meningkatkan strategi

konsultasi, modalitas dan program yang tepat.

Keterlibatan Pcmangku Kcpentingan dalam Pelaksanaan Pcrsetujuan

PASAL II

J. Uni wajib rnelaksanakan langkah-langkah guna mcnccgah penernpatan kayu yang dipancn

sccara ilegal dan produk turunannya di pasar Uni.

2. Untuk rncndukung upaya tersebut, Uni wajib mcndorong penggunaan sistem di atas dalam

rangka pcrdagangan di pasar-pasar intemasional lainnya dan negara ketiga.

I. Indonesia wajib memverifikasi legalitas kayu yang diekspor ke pasar-pasar non Uni dan

kayu yang diperdagangkan di pasar domestik dengan menggunakan SVLK, dan berupaya

memverifikasi lcga1itas produk kayu yang diimpor dengan menggunakan sistern, bilamana

dimungkinkan, yang dikcmbangkan untuk melaksanakan Persetujuan ini.

Penerapan SVLK dan Tindakan Lainnya

PASALIO
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(b) pcrscpsi yang lcbih mcnguntungkan terhadap produk berlisensi FLEGT di pasar Uni.

(a) kebijakan pengadaan barang pernerintah dan swasta yang mengakui pasokan produk

kayu yang dipanen secara legal dan menjarnin pasarnya; dan

Dcngan .nemperhatikan kewajiban-kewajiban intemasionalnya, Uni wajib mempromosikan produk

kayu yang tcrcakup dalarn Pcrsctujuan ini kc posisi yang rnenguntungkan di pasar Uni. Upaya­

upaya terscbut wajib rneliputi langkah-langkah khusus untuk mendukung:

Inscntif Pasar

PASAL13

2. Para Pihak akan memantau dampak dari Pcrsetujuan ini terhadap masyarakat dan para

pclaku lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, seraya melakukan langkah-langkah

sepcrlunya untuk mengurangi sctiap dampak negatif. Para Pihak dapat menyepakati

langkah-langkah tambahan untuk mcngatasi darnpak ncgatiftersebut.

I. Dalam rangka meminimalisasi kernungkinan darnpak negatif dari Persetujuan ini, Para

Pihak sepakat untuk mengembangkan suatu pernaharnan yang lebih baik tentang

darnpaknya tcrhadap industri pcrkayuan maupun rnata pencaharian rnasyarakat adat dan

masyarakat seternpat yang mungkin lcrpcngaruh sebagaimana diatur dalam pcraturan

pcrundang-undangan nasional masing-masing.

Pengarnanan Sosial

PASALl2
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ini;

(a) mcrnbahas dan rncnyctujui langkah bcrsarna untuk mclaksanakan Persetujuan

5. K.PB wajib:

'1. KPB wajib mengadakan pertemuan paling sedikit sekali setahun, pada tanggal dan agenda

yang Lelah disepakati sebclumnya oleh Para Pihak. Pertemuan tambahan dapat

diselcnggarakan atas pcrmintaan salah satu Pihak.

3. KYB rnenetapkan tata cara pelaksanaannya.

2. Masing-masing Pihak wajib menunjuk perwakilannya di KPB yang wajib mengambil

keputusan sccara konscnsus. KPB diketuai bersarna olch pejabat-pejabat senior; satu dari
Uni dan satu dari Indonesia.

l. Para Pihak wajib membentuk mekanisme bersama untuk membahas pennasalahan terkait

pclaksanaannya dan meninjau kembali Pcrsetujuan ini, untuk selanjutnya disebut 'Komite

l'elaksana Bersarna' (KPB).

Komite Pelaksana Bersama

PASALI4
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(i) mclaksanakan tugas-tugas lain yang disetujuinya.

tahunan, laporan pertemuan, dan dokumen lainnya yang dihasilkan;

(h) rnenyiapkan, menyelujui, mcndistribusikan, dan memublikasikan laporan

(g) mcmbentuk badan-badan dibawahnya untuk melakukan pekerjaan yang

memerlukan keahlian tertcntu, apabila diperlukan;

(f) mcngidcntifikasi bidang-bidang kerja sama untuk mcndukung pelaksanaan

Persctujuan ini;

(c) mcnyepakati tanggal dimulainya skerna pemberian lisensi FLEGT sctelah

dilakukannya cvaluasi tcrhadap pcngoperasian SVLK atas dasar kriteria yang

tercanlum dalam Lampiran VIlI;

(d) memeriksa laporan dan kcluhan tcntang penerapan skerna pcrnberian liscnsi

FLEGT di wilayah salah satu Pihak;

(c) menilai rnanfaat dan kendala yang timbul dari pelaksanaan Persetujuan ini dan

menctapkan langkah-langkah perbaikan;

(b) meninjau kembali dan memantau seluruh kemajuan pelaksanaan Persetujuan

ini termasuk pengoperasian SVLK dan langkah yang berkaitan dengan pasar,

alas dasar temuan-temuan dan laporan-Iaporan atas mekanisme yang ditetapkan
dalam Pasal 15;
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2. Para Pihak wajib mcrnastikan bahwa kegiatan-kegiatan yang terkait dengan pelaksanaan

Perselujuan ini dikoordinasikan dcngan program dan inisiatifyang telah ada dan yang akan

datang.

I. Penyediaan sumber daya yang diperlukan bagi upaya mendukung pelaksanaan Persetujuao

ini, scbagaimana Pasal 14 ayat 5 huruf (t) di atas, wajib ditetapkan dalam konteks

penyusunan kcgiatan-kegiatan Uni dan Ncgara-ncgara Anggotanya dalam rangka ketja

sarna dcngan Indonesia.

Tindakan Pcndukung

PASAL 16
".

(b) Uni, rnelalui konsultasi dcngan Indonesia, wajib mcnggunakanjasa Pernantau Indcpenden

Pasar untuk rnclaksanakan tugas-tugas scbagaimana tercantum dalam Lampiran VII.

(a) Indonesia, melalui konsultasi dengan Uni, wajib rnenggunakan jasa Penilai Berkala untuk

melaksanakan tugas-tugas sebagaimana tercanturn dalam Lampiran VI.

Para Pihak sepakat untuk menggunakan laporan dan temuan dari dua mekanisme berikut untuk

mengevaluasi pelaksanaan dan keefektifan Persetujuan ini.

Pemantauan dan Evaluasi

PASALIS
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(I) kasus-kasus ketidakpatuhan terhadap skema pemberian lisensi FLEGT dan

tindakan yang diambil untuk mengatasinya;

(e) jumlah kayu dan produk kayu yang diimpor masuk Lndonesia dan tindakan

yang diambil untuk rnenccgah impor produk kayu ilegal dan untuk

mempcrtahankan integritas skema pemberian lisensi FLEGT;

(d) tindakan untuk mcncegah agar produk kayu ilcgal tidak diekspor, diirnpor, dan

ditempatkan atau diperdagangkan di pasar domestik;

(c) kemajuan dalarn pencapaian tujuan Pcrsetujuan ini dan hal-hal yang berkaitan
dengan pelaksanaannya;

(b) jurnlah lisensi FLEGT yang diterbitkan oleh Indonesia;

(a) jumlah produk kayu yang diekspor ke Uni berdasarkan skcma pcmberian

lisensi FLEGT, menurut pos tarifHS yang relevan;

2. KPB wajib memublikasikan laporan tahunan yang mencakup rincian an tara lain:

I. Para Pihak wajib mernastikan agar KPB bekerja secara transparan. Laporan yang

dihasilkannya wajib disusun bersarna dan dipublikasikan.

Pelaporan dan Keterbukaan Informasi Publik

PASAL17
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4. Para Pi~."k sepakat untuk tidak mcngungkapkan inforrnasi rahasia yang dipertukarkan

berdasarkan Persctujuan ini, mcnurul pcrundang-undangannya masing-masing. Tidak satu

Pihak pun dibenarkan untuk mcngungkapkan kcpada publik maupun mengizinkan pihak­

pihak berwcnangnya untuk rnengungkapkan inforrnasi yang dipcrtukarkan bcrdasarkan

Persctujuan ini rncngenai rahasia dagang atau informasi komcrsial yang bersifat rahasia.

3. Dalarn rangka mencapai tujuan pcningkatan tata kelola dan transparansi di sektor

kchutanan serta untuk mcmantau pclaksanaan dan dampak dari Persetujuan ini baik di

Indonesia maupun di Uni, Para Pihak scpakat bahwa informasi scbagaimana tcrcanlum

dalam Lampiran IX wajib tcrscdia untuk publik.

(i) jumlah kasus dan jumlah produk kayu yang dipersoalkan saat konsultasi

dilakukan sesuai dengan Pasal 8 ayat 2.

(h) jumlah lisensi FLEGT yang diterima oleh Uni;

(g) jumlah produk kayu yang diimpor kc Uni berdasarkan skema pemberian lisensi

FLEGT, sesuai pos tarif HS dan Negara Anggota Uni yang importasinya

dilakukan ke Uni;
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Pcrsetujuan ini wajib berlaku di wilayah Traktat tcntang Pcmfungsian Uni Eropa diberlakukan

bcrdasarkan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Traktat tersebut, di satu sisi, dan wilayah negara
Indonesia, di sisi lain.

Wilayah Pcmbcrlakuan

PASALI9

2. Para Pihak wajib saling mcngornunikasikan seeara tepat waktu keterangan yang diperlukan

untuk rnelaksanakan Perselujuan ini, tcrmasuk pcrubahan-perubahan terhadap ayat I.

Ketua Delegasi Uni Eropa di
Indonesia

Dircktur Jenderal Bina Usaha

Kchutanan, Kcmentcrian Kehutanan

Untuk Uni:Untuk Indonesia:

I. Pcrwakilan-pcrwakilan dari Para Pihak yang bertanggung jawab alas komunikasi resmi

ten tang pelaksanaan dari Persetujuan ini adalah:

Komunikasi Pelaksanaan

PASALl8
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5. Keputusan para arbitrator wajib diambil berdasarkan suara mayoritas dalam waktu enam
Lulan sejak arbitrator ketiga ditunjuk.

kedua.

4. Apabila sengkcta tcrscbut tidak mungkin diselesaikan sesuai ketentuan ayat 3, salah satu

Pihak dO!J.atmcmberitahukan kepada yang lainnya mengcnai penunjukan seorang

arbitrator; Pihak yang lainnya kcmudian harus rncnunjuk arbitrator kedua dalarn waktu tiga

puluh hari kaleuder sejak penunjukan arbitrator pertama, Para Pihak secara bersama-sama

wajib menunjuk arbitrator ketiga dalam waktu dua bulan sejak penunjukan arbitrator

3. Dalarn hal KPB tidak dapat menyclesaikan sengketa tersebut dalam waktu dua bulan, Para

Pihak dapat meminta bantuan dari atau mediasi oleh pihak ketiga.

2. Apabila suatu sengketa tidak dapat diselesaikan melalui konsultasi dalam waktu dua bulan

sejak tanggal permohonan konsultasi salah satu Pihak dapat menyampaikan sengketa

tersebut kepada KPD yang wajib berusaha untuk mcnyelesaikannya. KPB wajib diberi

scluruh informasi yang relevan untuk mcmclajari situasi secara mendalarn agar dapat

mcncmukan solusi yang dapat diterima. Untuk tujuan ini, KPB wajib memelajari seluruh

kcmungkinan untuk mcnjaga pclaksanaan Persetujuan secara efektif.

I. Para Pihak wajib berusaha untuk menyelesaikan setiap sengketa mengenai pclaksanaan

atau penafsiran terhadap Persetujuan ini melalui konsultasi segera.

Penyelesaian Sengketa

PASAL20
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4. Pcrsetujuan ini wajib kernbali berlaku tiga puluh hari kalender setelah Pihak yang mcnunda

pclaksanaannya memberitahu Pihak lainnya bahwa alasan penundaan Persctujuan sudah

tidak berlaku,

3. Kctcntuan Pcrsetujuan ini akan berhenti berlaku tiga puluh hari kalender sctelah

pernbcritahuan rersebut diberikan,

2. Salah satu Pihak dapat menunda pelaksanaan Persctujuan ini. Keputusan pcnundaan dan

alasan dari putusan tersebut wajib dibcritahukan kepada Pihak lainnya sccara tertulis.

I, Pihak yang berkeinginan untuk menunda Persetujuan ini wajib memberitahukan kepada

Pihak yang lainnya sccara tcrtulis atas keinginannya dimaksud. Hal ini selanjutnya wajib
dibahas di antara Para Pihak.

Penundaan

PASAL 21

7. KPB wajib menetapkan tata eara pclaksanaan arbitrase

6. Kcputusan wajib mengikat Para Pihak dan wajib tanpa banding.
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4. Pcmberitahuan mengcnai setiap perubahan wajib disampaikan kepada Sekretaris Jenderal

Dewan Uni Eropa dan kepada Menteri Luar Ncgcri Republik Indonesia melalui saluran
diplomatik.

J. KPB dapat menetapkan perubahan-pcrubahan tcrhadap Lampiran-lampiran Persetujuan ini.

2. Sctiap pcrubahan yang disetujui olch Para Pihak wajib mulai berlaku pada hari pertama

bulan berikutnya setelah tanggal Para Pihak saling membcritahukan mengenai telah

dipcnuhinya proscdur internal yang dipcrlukan,

I. Salah satu Pihak yang berkeinginan untuk mcngubah Persetujuan ini wajib menyampaikan

usulan pcrubahan tcrsebut paling scdikit tiga bulan sebelum pertemuan KPB bcrikutnya.

KPB wajib membahas usulan dimaksud dan apabila tcrcapai konsensus, KPB wajib

rncnyusun rckomendasi. Apabila Para Pihak menyepakati rckomendasi tcrsebut, mcreka

wajib menyetujuinya sesuai dengan proscdur internal masing-masing.

Perubahan

PASAL 22
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Lampiran-larnpiran dalam Pcrsctujuan ini wajib mcrupakan bagian yang tidak terpisahkan dan

Perscrujuan ini.

Lampiran

PASAL 24

4. Salah satu Pihak dapat mcngakhiri Persetujuan ini dengan mcmbcritahukan kcpada Pihak

lainnya sccara tcrtulis. Persctujuan ini wajib berhenti berlaku dua belas bulan sctelah

tanggal pemberitahuan tersebut.

J. Persetujuan ini wajib tetap berlaku untuk jangka waktu lima tahun. Persetujuan ini wajib

dipcrpanjang sccara bcrturut-turut untuk jangka waktu lima tahun, kecuali salah satu Pihak

rnernbatalkan perpanjangan dimaksud dengan memberitahukannya kepada Pihak yang

lainnya secara tertulis paling sedikit dua belas bulan sebclurn bcrakhirnya Persetujuan ini.

2. Pemberitahuan wajib disampaikan kepada Sekretaris Jenderal Dewan Uni Eropa dan

kepada Menteri Luar Negcri Republik Indonesia melalui sa luran diplornatik.

I. Persetujuan ini akan mulai berlaku pad a hari pertama bulan berikutnya setelah tanggal Para

Pihak saling mernberitahukan secara tertulis mengenai telah dipenuhinya prosedur internal

yang diperlukan.

Mulai Berlaku, Jangka Waktu, dan Pengakhiran

PASAL23
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SEBAGAI BUKTI, yang bertanda tangan di bawah ini, yang diberi kuasa penuh oleh

Pemcrintahnya masing-masing, tclah menandatangani Persetujuan ini.

Persetujuan ini wajib dibuat rangkap dua dalarn Bahasa Indonesia, Bahasa Bulgaria, Bahasa

Kroasia, Bahasa Ceko, Bahasa Denmark, Bahasa Belanda, Bahasa Inggris, Bahasa Estonia, Bahasa

Finlandia, Bahasa Perancis, Bahasa Jerman, Bahasa Yunani, Bahasa Hungaria, Bahasa ltalia,

Bahasa Latvia, Bahasa Lithuania, Bahasa Malta, Bahasa Polandia, Bahasa Portugis, Bahasa

Romania, Bahasa Slovakia, Bahasa Slovenia, Bahasa Spanyol, dan Bahasa Swedia, setiap naskah
adalah asli. Dalam hal terjadinya perbedaan penafsiran, naskah Bahasa Inggris yang wajib bcrlaku.

Naskah Asli

PASAL 25
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Dibuat di Brussel, pada tanggal tiga puluh bulan September tahun dua ribu tiga belas.

C1.CTalleHo B Bpioxcen sa TpH.AeCeTHcerrresmpa .ABeXHmlltH H rpaaanecera rO.AHHa.

Hecho en Bruselas, el treinta de septiembre de dos mil trece.

V Bruselu dne tficateho zari dva tisice tfinact,

Udfrerdiget iBruxelles den tredivte september to tusind og tretten.

Gcschchen zu Brussel am dreil3igsten September zweitausenddreizehn.

Kahe tuhande kolmeteistktimnenda aasta septembrikuu kolmekiimnendal paeval Brussclis.

'EYIVC (m~Bpu~O..)..ee;, one; rpicvm EC7rt£Il~p(ou Mo XIAlaoae; lif;KUTpiu.

Done at Brussels on the thirtieth day of September in the year two thousand and thirteen.

rail a Bruxellcs, Ie trentc septembre deux mille treize.

Sastavljeno u Bruxellesu tridesetog rujna dvije tisuce trinaeste.

ralto a Druxelles, add I trenta settembre duernilatredici.

Brisele, divi tiiksto~i trlspadsmita gada trlsdesmitaja septembri.

Priirrua du tiikstanciai tryliktu metu rugsejo trisdesimtq dicna Briuselyje.

Kelt Brilsszelben, a ketczcr-tizenharmadik ev szeptcmbcr havanak harmincadik napjan.

Maghmul f Brusscll, fit-tlctin jum ta' Settembru tas-sena elfejn u tlettax.

Gcdaan te Brussel, de dertigste september tweeduizcnd vier dertien.

Sporzqdzono w Brukseli dnia trzydziestego wrzesnia roku dwa tysiace trzynastcgo.

Feito em Bruxelas, em trinta de setembro de dois mil e treze.

inlocmil la Bruxelles la treizeci septernbrie doua mii treisprezece.

V Bruscli tridsiateho septcmbra dvetislctrinast'.

v Bruslju, dne tridesetega septembra leta dva tisoc trinajst.

Trht y Bryssclissii kolrnantcnakymmcnentcnf paivana syyskuuta vuonna kaksituhattakolmetoista.

SOIll skcdde i 13ryssel den trettionde september tjugohundratretton.
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I

Untuk Republik Indonesia
3a Pcny6111iKa I1HllOlle:3JU1

Por la Republica de Indonesia
Za lndoneskou republiku
for Republikken Indonesien
FUr die Republik Indonesien
Indoneesia Vabariigi nimel
Fie TIl 6T]1l0Kparla T1l~IVOOV11o\m;
for the Republic of Indonesia
Pour la Republique d'Indonesie
Za Rcpubliku lndoneziju
PCI' la Repubblica di Indonesia
lndonezijas Rcpublikas varda -
lndonczijos Rcspublikos vardu
Az lndoncz Kuztarsasag reszerol
Ghar-Rcpubhlika tal-Indonczja
Voor de Republiek Indonesie
W imieniu Rcpubliki Indonezji
l'cln Republica da Indonesia
Pcntru Republica Indonczia
Za lndonczsku republiku
Za Rcpul liko lndonczijo
Indonesian tasavallan puolesta
par Republikcn Indonesien

Unruk Uni Eropa
3a Enponciicxan Cl,lOJ

Por la Union Europea
Za Evropskou unii
For Den Europ.ciskc Union
Filr die Europaische Union
Euroopa Liidu nimel
Fie TIlv Eupcllrra'(teT['Evoxn]
For the European Union
Pour l'Union europeenne
Za Europsku uniju
Per l'Unione europea
Eiropas Savienlbas varda -
Europos Sajungos vardu
/1.7. Europui Uni6 reszero!
Ghall-Unjoni Ewropca
Vnor de Europesc Unie
\\' unicniu Unii Europejskiej
I' ,Iii liniao Europoia
P"lIlru Uniunca Europeans
/':1 Europsku uniu
1.\ Evropsko unijo
Furoopan unionin puolesta
F, 'r Europciska unionen


